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BT'PATI TAPIII,

bahwa unhrk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2OL4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa di Ikbupaten TaPin;

bahwa berdasarkan Pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembenhrkan Daerah Tingkat II
Tanatr [aut, Daerah fingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 1999
tentang Penyelengg{a Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 1999 Nomor 75,
Tambahan [cmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambatran kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

b.

2.

3.

4.
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 44OOl;

Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah hrsat dan Pemerintatran
Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembenhrkan Perattrrart
Penrndang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatnrn 2O11 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telatr diubatr beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Penrbahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6.

7.

8.

9.

10.
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11.

L2.

Perattrran Pemerintah Nomor SS Tatrun
2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
20OS Nomor 137, Tambatran kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSTSI;

Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatnrn 2005 Nomor l4O,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun
2OOS tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO5 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintatr Nomor 39 Tatrun
2OOT tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47381;

1 5. Peraturan Pemerintatr Nomor 45 Tatrun
2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Tatrun 2Ol3 Nomor 103, Tambatran
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a231;

16. Perattrran Pemerintatr Nomor 43 Tahun
2Ol4 tentang Peratrrran Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2Ol4
tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telatr
diubah dengan Peratrrran Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2OLS tentang Perubatran
Atas Peraturan Pemerintatr Nomor 43
Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLS Nomor L57,
Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57 L7l;

13.

14.
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I 7. Perahrran Pemerintah Nomor 60 Tahun
2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2015 Nomor 88,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 569a);

1 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tatrun 2OtO
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telatr diubatr
beberapa kali, terakhir dengan Perattrran
Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

19. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2OOO tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daeratr, sebagaimana telah
diubatr beberapa kali, terakhir dengan
Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daerah;

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
111 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;

21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

22. Perat:tlr:an Menteri Dalam Negeri Nomor
ll4 Tahun 2OL4 tentang Pedoman
Pembangunart Desa;

2 3 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggd, dan Transmigrasi
Nomor l Tatrun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembenh:kan produk
Hukum Daerah;

2 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2Ol5 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintatr Desa;

2 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.O7 /2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa;

2 8 . Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

2 9 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2016 tentang Administrasi
Pemerintahan Desa;

3 O . Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2O Tahun 2015 tentang Perubatran
Atas Peraturan Kepa1a kmbaga Kebiiakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tatrun 20tg tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

3 I . Peraturan Daerah I(abupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016 tentang Pembenttrkan dan
Susunan Perangkat Daerah;

32. Perahrran Bupati Tapin Nomor 25 Tatrun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan F\rngsi serta Tata
Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten Tapin;
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Menetapkan

UEUUTUSITAIT:

: PERATURAIT BI,PATI TAPIIT TENTAITG
PEIDTAIT PEITGELOL/IAIT NEUAIVGAIT
DESA DI IIABI'PATET TAPTIT.

BAB I
TEIENTUAIY I'UUU

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintatran Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Camat adalah Camat dalam wilayah KabupaGn Tapin sebagai
Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja linglc'tp
Kecamatan.

6. Inspelrtorat adalatr Inspektorat Kabupaten Tapin.

7. Kecamatart adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daeratr.

8. Desa addah kesahran masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayatr yang berwenang unhrk mengattrr dan mengurus u.rusan
pemerintatran, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang dialnri dan dihormati ddam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintatran Desa addah penyelenggaraan urus€rn
pemerintatran dan kepentingan masyarakat setempat dalam
Sistem Pemerintatran Negara Kesahran Republik Indonesia.

1O. Pemerintatr Desa addatr Kepala Desa atau yiltg disebut dengan
nama lain dibanhr Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintatran Desa.

1 1. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotarrya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalatr rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.
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13. Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Desa, yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perenc€rnaan
unhrk periode 6 (enam) tahun yang memuat aratr kebijakan
Pembangunan Desa, arah kebljakan Keuangan Desa, kebiiakan
umum dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daeratr
dan lintas Satrran Kerja Perangkat Daeratr, dan prograrn prioritas
kewilayatran, disertai dengan rencana kerja.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP
Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka walfir I
(satu) tahun.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperunhrkkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan'
pemerintatran, pelaksanaan pembangunart, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdaya€ur masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa, yartg selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Kttusus.

lT.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalatr kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh ora.ng pribadi _atau
badal yalg bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undalg,
dengan tidak mendapatkan imbalan secera lalgsung dan
aigUnatan untuk keperluan Daeratr bagl sebesar-besarnya
kemakmuran rakYat.

18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daeratr sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin-tertentu yang khusus disediat<an dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keselunrhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausatraan, pelaporan,
dan pertanggungiawaban keuangan Desa.

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
ddam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segda benhrk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa
tersebut.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala
Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggaralcan keselurrrtran Pengelolaan Keuangan Desa.

22.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PTPKD adalatr Unsur Perangkat Desa yang membantu
Kepda Desa unhrk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

23. Sekretaris Desa adalatr bertindak selaku koordinator
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
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24,Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai
dengan bidangnya.

25. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, darr
mempertanggung-jawabkan Keuangan Desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

26. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belartja
Daeratr Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belartja Daerah.

27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintatran Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa
dan digunakan r:ntuk membayar selumh pengeluaran Desa pada
Bank yang ditetapkan.

28. Penerimaan Desa addah uang yang berasal dari selumh
Pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening I(as
Desa.

29. Pengeluaran Desa adalatr uang yang dikeluarkan dari APBDesa
melalui Rekening Kas Desa.

30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan
Desa dengan Belanja Desa.

81. Defisit Anggaran Desa adalatr selisih kurang antara Pendapatan
Desa dengan Belanja Desa.

32. Sisa L€bih Perhihrngan Anggaran, Ymg selanjutnya disingkat
SILPA adalatr selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama sahr periode anggar€rn.

33. Peraturan Desa adalatr peraturan penrndang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibatras dan disepakati
bersama BPD.

BAB U

ASAS PEI|GEIOLIIAN KIUAITGAIT DESA

Pasat 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikelola dalam masa I (satu) tatrun anggaran yakni mulai
tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) bulan Desember.

(1)

(2t
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BAB In
PEITGEIOIAAIT I(IUANGAIT DESA

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. perencanaa.n;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaaru

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

Baglaa Kesetu

Pelatssaa Pengelolaan Keuaagaa l)esa

Paragraf I
Tim FastHtasi, Tim Teknts dan Tln Pendamplng

Pcngelolaan Keuangan Desa

Pasat 4

(1) Pada Tingkat l(abupaten dibentuk Tim Fasilitasi dan Tim Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(21 Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengaratr;

c. Kehra;

d. Sekretaris; dan

e. Anggota.

(3) susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

a. Ketua;

b. Selrretaris; dan

c. Anggota.
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(4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:
a. melaksanalcan desiminasi secara luas akan kebifalcan, data

dan informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;

b. membanhr Tim Pendamping Kecamatan untr:k memberikan
pelatihan / orientasi kepada PTPKD;

c. melakukan kegiatan pembinaan pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan
ddam setiap proses tahapan kegiatan;

d. melakerkan fasilitasi pemecatran masalah berdasarkan
pengaduan masyarakat maupun pihak lain dan
mengkoordinasikannya dengan Inspektorat; dan

e. memberikan laporan kemajuan Pengelolaan Keuangan Desa
kepada Bupati.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membanhr pelaksanaan hrgas Tim Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa sesuai hrgas dan fungsi di instansinya masing-
masing.

Pasel 5

Pada Tingkat Kecamatan dibenhrk Tim Pendamping Pengelolaan
Keuangan Desa, yang ditetapkan dengan Kepuhrsan Camat.

Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. Ketua, dirjabat oleh Camat;

b. Sekretaris, diiabat oleh Sekretaris Kecamatan; dan

c. Anggota, yang berasal dari unsur Kecamatan, yakni Kepala
Seksi Pemerintatran, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Sub
Bagran Perencaaaan dan Keuangan, dan unsur Kecamatan
lainnya sesuai kebutuhan.

Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas :

a. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa;

b. melaksanakan sosialisasi keb[iakan, data dan informasi
mengenai Pengelolaan Keuangan Desa kepada masyarakat;

c. memberikan pelatihan/orientasi kepada PIPKD;

d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam setiap proses
tahapan kegiatan di Desa;

(s)

(1)

(21

(3)
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melakukan fasilitasi pemecatran masalah berdasarkan
pengaduan masyarakat maupun pihal( lain dan
mengkoordinasikannya dengan Tim Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa di Tingkat Kabupaten; dan

menyampaikan kemajuan Pengelolaan Keuangan Desa
(Rekapihrlasi Laporan Semester I dan Semester II atau Akhir
Tahun) kepada Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di
Tingkat Kabupaten.

neregnf 2
PeJabat Pengelolaan Keuangan Desa

Pasat 6

(1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa dan mewakili Pemerintatr Desa dalam
kepemilikan Kekayaan Milik Desa yang dipisahkan.

(21 Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
mempunyai kewenartgan :

a. menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa,
dibantu oleh PTPKD.

(41 PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Unsur
Perangkat Desa, yang terdiri dari :

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi; dan

c. Bendatrara Desa.

(5) PTPI(D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

e.
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(t)

(21

Pasaf 7

sekretaris Desa ssgagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41
huruf a bertindak selaku Koordinator PTPKD.

Sekretaris Desa selaku Koordinator PIPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:

a. menJrusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
pembahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBDesa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yaurrgtelah ditetapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan
APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa-

Pasat 8

Kepda Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasd 6 ayat (4)

huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan
bidangnya.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) mempunyai
tugas:
a. men5rlrsun rencaia pelaksanaan kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama kmbaga
Kemasyarakatan Desa yang telatr ditetapkan didalam
APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belartja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
Kepala Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

(1)

(21
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Passl 9

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf
c dijabat oleh staf pada Umsan Keuangan yang ditetapkan
dengan Kepuhrsan Kepala Desa.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
trrgas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 10

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 6 ayat (1) dan PTPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (a) diberikan
h:njangan sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa.

BaglBs Kedua

Mekanlsme Pengelolaan Keuaagan Desa

Paragraf I
Perencanaan

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa men5rusun Perencanaan Pembangf:nan Desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
Perencanaan Pembangunan Daeratr.

(21 Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintatr Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Desa berhak melalnrkan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.

(41 Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2t,,
Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintatr Daerah yang
secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat
Daerah.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepda Desa dapat
didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, I(ader
Pemberdaya€rn Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.

(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

(21



-t4-

Pasel 12

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prssl 13

(1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka
meliputi:

a. RPJMDesa untuk jangka wakhr 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut
RKPDesa, merupakan penjabaran dad RPJMDesa untuk
jangka wakhr 1 (satu) tahun.

(21 RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pagal 14

(1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah Desa melaksanakan
tahapan yang meliputi :

a. penyusunan RPJMDesa; dan

b. penrusunan RKPDesa.

(21 RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun'f a,
ditetapkan dalam jangka wakhr paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejalc pelantikan Kepala Desa.

(3) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli
tahun berjalan.

Pasal 15

Tata cara Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa berpedoman sesuai
dengan ketenttran peraturan perundang-undangan yang berlaktr.

Pasel f6

(1) Sekretaris Desa menJrursun Rancangan Peratrrran Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa tatrun berkenaan.

(21 Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
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Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat
bulan Oktober tatrun berjalan.

Pasal 17

(1) Kewenangan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa didelegasikan kepada Camat sesuai Peraturan
Bupati ini.

(2) Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibanhr oleh Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 18

Rancangan Perahrran Desa tentang APBDesa yang telatt
disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat
3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievduasi.

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) peting
lama 2O (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan
Peraflrran Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Perahrran Desa
tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peratr.ran Desa tentang APBDesa tidat< sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan penrndang-undangan yang
lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tLrjuh) hari kerja terhihrng sejak diterimanya hasil
evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (41 dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan
pembatalan Perattrran Desa kepada Bupati.

(3)

(4)

(1)

(21

(3)

(4)

(s)
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(6)

(7)

(8)

(e)

(1)

Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Bupati.

Pembatalan Perahrran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun
anggaran sebelumnya.

Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (71

Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraErn Pemerintah Desa.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
tentang APBDesa paling lama 7 (tt{uh) hari kerja setelatr
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturarr
Desa dimaksud.

Pasal 19

Perubatran Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan
apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harrurs dilakukan Pergeserurn
antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan Sisa Irbih Perhitungan
Anggaran (SILPA) tatn-rn sebelumnya harus digUnakan dalann
tatrun berjalan;

c. tedadi pena-rrbahan dan/atau pengurangan dalam
Pendapatan Desa pada tahun berjalan;

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kemsuhan sosial yang
berkepanjangan; dan / atau

e. pembahan mendasar atas kebljakan Pemerintah dan
Pemerintatr Daerah.

Perubatran APBDesa harrya dapat difakukan 1 (satu) kali dalam
I (satu) tahun anggaran.

Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa adalah sama dengan
tata cara Penetapan APBDesa.

Paragraf 2

Pelahsanaan

Pasal 2()

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan meldui Rekening
Kas Desa.

n\

(2t

(3)
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(2t

(1)

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harls didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah.

Pasal 21

Pemerintatr Desa dilarang melakukan pungutan sebagai
Penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peratrrran Desa.

(21 Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada
jumlatr tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan
operasional Pemerintah Desa.

Jumlah uang dalam Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling banSrak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rlpiah).

Pasal22

Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak
dapat dilalrukan sebelum R.ancangan Perahrran Desa tentang
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan
operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peratrrran
Kepala Desa.

Penggunaan biaya ta.k terduga terlebih dulu harrs dibuat
Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepda Desa.

Pasal 23

Pelal<sana kegiatan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan hartrs disertai dengan dokumen antara
lain Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di satrkan oleh Kepala
Desa.

Pelaksana Kegiatan bertanggungiawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan dengan mempergunakan Bulnr Pembantrr Kas kegiatan
sebagai pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

(3)

(1)

(21

(3)

(1)

(2t

(3)
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Pasat 24

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

(21 surat Permintaan Pembayaran (sPP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau
jasa diterima.

Pasat 25

Pengqiuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan Tanggungiawab Belanja; dan

c. Lampiran Bukti Transaksi.

Pasal 26

(l) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, Sekretaris Desa berkewajiban
unttrk:
a. meneliti kelengtapan permintaan pembayaran yang diajukan

oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhihrngan tagihan atas beban APBDesa
yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana
kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di
verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (t),
Kepala Desa menyehrjui permintaan pembayaran dan
bendatrara melakrrkan pembayaran.

Pembayaran yang telatr dilakukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 selanjutnya bendatrara melakukan pencatatan
pengeluaran dan melakukan pendokumentasian dokumen
pembayaran.

Pesal 27

Bendahara Desa sebagai wajib hrngut pajak penghasilan (pph) dan
pajak lainnya, wajib menyetorkan selunrh penerimaan potongan dan
pajat yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan
ketenttran peraturan perundang-undangan.

(21

(3)
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(21

Pasal 2E

(1) Dalam hal banhran keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan furggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr Kabupaten serta Hibah dan bantuan Pihak Ketiga yaurtg
tidak mengikat ke Desa disah:rkan setelatr ditetapkannya
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahannya
diahrr dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan
APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diinformasikan kepada BPD.

Paragraf 3

Penatausahaan

Pasal 29

(1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran APBDesa
dilalrukan oleh Bendahara Desa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan hrttrp buku
setiap akhir bulan secara tertib.

Bendatrara Desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui
laporan pertanggungi awaban.

Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling
lambat tanggat lO bulan berikutnya.

Pasal 30

Penatausatraan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 29 ayat (1), menggunakan :

a. Buku Kas Umum;

b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. Buku Bank.

Paragraf a
Pelaporaa

Pasal 31

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati bempa :

a. laporan semester pertama; darr

(3)

(4)
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(3)
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b. laporan semester akhir tahun.

la.poran semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hunrf a berupa laporan realisasi APBDesa.

laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hun.f a disampaikan paling lambat
pada at<hir bulan Juli tahun berjalan.

[.aporan semester akhir tahun ssfoagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Januari tatrun berilmtnya.

ParagrBf 5

Pertanggunolawaban

Palal 32

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir
tahun anggaran.

Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.

Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Peratrrran Desa tentang la,poran Pertanggungiawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilampiri :

a. format laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. format l,aporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang masuk ke desa.

Pasal 33

Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 32 ayat (1) mempakan bagian
tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintatran Desa.

(4)

(1)

(21

(3)

(4)
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(1)

(2t

(t)

(21

(1)

l2l

Pasal 34

Laporan Realisasi Pelal<sanaan APBDesa dan Laporan
Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan ApBDesa
ssfegnimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi
lainnya.

Pasal 35

I"aporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelal<sanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pding
lambat I (satu) bulan setelah akhir tatrun anggaran berkenaan.

BAB IV
APBDESA

Pesel 36

APBDesa, terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifrkasikan menuntt kelompok, kegiatan, dan jenis.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifrkasikan menunrt kelompok dan jenis.

Bagtan Kesatu
Pcndapatan Desa

Pasal 37

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) hurrf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Desa yang merupakan Hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembdi oleh Desa.

(3)

(4)

/,1

(1)
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Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasat 36 ayat
(1) huruf a, terdiri atas kelomp k:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan L"ain-L^ain.

Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a,
terdiri atas jenis :

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurrf a
antara lain hasil badan usaha milik desa, dan tanatr kas desa.

Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara
lain tambatan 1rcrahu, pasar desa, tempat pemandian umurn,
jaringan irigasi.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hularf c adalatr membangun dengan kekuatart
sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga,
barang yang dinilai dengan uang.

Le.in-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasaf 38

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf b, terdiri atas jenis :

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daeratr;

c. ADD;

d. Banttran Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr Provinsi; dan

e. Bantuan Ketrangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr Kabupaten.

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan
khusus.

(3)

(4)

(s)

(6)

(7t

(1)

(2t



(3)

(41

-23 -

Banhran Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan
dalam ketentuan penggunaan paling sedikit Too/o (tuj:uh puluh
perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud datam
Pasal 37 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
dan

b. Lain-lain pendapatan desa yang satr.

Pasel 39

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (41huruf a adalah
pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

I"ain-lain pendapatan desa yang satr sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (a) huruf b, antara lain pendapatan sebagai
hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan
yarg berlokasi di Desa.

Bagian Kedua

Beleqfa llcsa

Pasal 4()

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud ddam Pasal 36 ayat (1)
hurrrf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang
merupakan kewajiban Desa dalam I (satu) tatrun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(21 Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan dalam rangka mendanai Penyelenggaraan
Kewenangan Desa

FmaI4l

(l) Klasilikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (3), terdiri atas kelompok :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Belanja Tak Terduga.

(1)

(2t
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(3)

(1)

(2t

(3)

(1)

(2)
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Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dibagi
dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah
dituangkan dalam RKPDesa.

Kegiatan sebagailplla dimaksud pada ayat (21terdiri atas jenis
belanja:

a, pegawai;

b. barang dan jasa; dan

c. modal.

ksal42

Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
hrnjangan BPD.

Belanja Pegawai ss[agaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkarr ddam Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan
hrnjangan.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (21

pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasel 43

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.5OO.OOO,00 (dua
juta lima rahrs ribu rupiah).

Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.25O.OOO,OO (sattr juta dua
rahrs lima puluh ribu rupiatr);

b. Kepala Seksi sebesar Rp. 9OO.OOO,0O (sembilan ratus ribu
rupiah);

c. Kepala Umsan sebesar Rp. 90O.000,00 (sembilan rahrs ribu
rupiah); dan

d. Kepala Dusun atau sebutan lain sebesar Rp. SOO.OOO,OO
(lima ratus ribu rupiah).

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 yang
bersumber dari APBDesa.

(3)
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Pasal 44

(1) Besaran tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.
2.5OO.OO0,O0 (dua juta lima ratus ribu n.piah); dan

b. Kepala Desa dari Non Pegawai Negeri Sipil atau penjabat
Kepala Desa sebesar Rp. 1.750.OOO,OO (satu juta ttrjuh ratus
lima puluh ribu rrpiatr).

(21 Besaran hrnjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri

Sipil sebesar Rp. 1.000.000,00 (sahr juta rupiatr);

b. Kepala Seksi sebesar Rp. 25O.OOO,0O (dua ratus lima puluh
ribu rupiah); dan

c. Bendahara Desa sebesar Rp. 75O.OOO,O0 (tujuh ratrrs lima
puluh ribu rupiah).

(3) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal42
ayat (f) adalah sebagai berikut:
a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,00 (sattr juta rupiah);

b. Watdl Ketua BPD sebesar Rp. 750.O0O,O0 (tt{uh rahrs lima
puluh ribu rupiah);

c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima
puluh ribu rupiah); dan

d. Anggota BPD sebesar Rp. 500.000,00 (lima raflrs ribu
rupiah).

(41 Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang berstattrs sebagai
Pegawai Negeri Sipil berhak menerima hrnjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yane bersumber
dari APBDesa.

Pasal 45

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasd 41
ayat (3) huruf b digunakan unhrk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang
dari L2 (dua belas) bulan.
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(21 Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain :

a. alat hrlis karrtor;

b. benda pos;

c. bahan/material;

d. pemeliharaan;

e. cetak/penggandaan;

f. sewa kantor desa;

g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

h. makanan dan minuman rapat;

i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;

k. upah kerja;

l. honorarium narasumber I ahli;

m. operasional Pemerintatr Desa;

n. operasional BPD;

o. insentif Rukun Tetangga /Ruktrn Warga; dart

p. pemhrian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf o adalah banhran uang untuk operasional
lembaga Rulnrn Tetangga /Rukun Warga dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintatran,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaELn masyarakat desa.

(41 Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurrf p dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pa3al 46

(1) Besaran Insentif Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3) baik dari Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai
Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 3OO.OO0,O0 (tiga rattrs ribu
rupiatr) perbulan.
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Besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3) baik dari Pegawai Negeri sipil/Non pegawai
Negeri sipil adalah sebesar Rp. go0.o0o,oo (tiga ratus ribu
rupiah) perbulan.

Rukt-ln warga dan Rukun Tetangga yang berstattrs sg[qgai
Pegawai Negeri sipil berhak menerima insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 yang bersumber dari
APBDesa.

Pasal 47

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3)
huruf c, digunakan unhrk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai
manfaatnya lebih dari L2 (dua,belas) bulan.

Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) unhrk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa.

hsal 48

Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB),
Pemerintatr Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia
anggarannya.

Keadaan danrrat dan/atau keadaan luar biasa (KLB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan bemlang dan/atau
mendesak.

Keadaan danrrat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara
lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana darr
prasarana.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena
keadaan luar biasa (KlB)/wabatr.

Keadaan danrrat dan/atau keadaan luar biasa (KLB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) ditetapkan
dengan Kepuhrsan Bupati sesuai ketenttran peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan dalam keadaan danrrat sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dianggarkan ddam belanja tidak terduga.

(4)

(5)

(6)
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Bagtan Ketlga

Penblayaaa llesa

Pasal 49

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tatrun anggaran yang bersanglmtan maupun pada
tatrun-tahun anggaran berikutnya.

(21 Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f) terdiri
atas kelompok :

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a, mencakup :

a. sisa lebih perhittrngan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(4) Sisa lebih perhihrngan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hunrf a antara lain pelampauan penerimaart
pendapatal terhadap belanja, penghematan belanja, dal sisa
dana kegiatan lanjutan.

(5) Sisa lebih perhihrngan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang
digunakan untuk:
a. menutupi defrsit anggaran apabiLa realisasi pendapatan lebih

kecil dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewqiiban lainnya yang sampai dengan akhir
tahun anggaran beh:rrr diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hunrf b digunakan untrrk menganggarkan pencairan dana
cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa
dalam tahun anggaran berkenaan.
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(71 Y.""il penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hunri " digunakan untuk
menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan.

Pasal SO

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal
49 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal Desa.

(21 Pemerintatr Desa dapat membentuk dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(31 Pembenh-rkan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Perahrran Desa.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembenhrkan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadanganl

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan y{tg harls
dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Desa,
kecudi dari penerimaan yang penggunaannya telatr ditentukan
secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembenttrkan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurrf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(71 Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tatrun akhir masa
jabatan Kepala Desa.



-30-

BAB V
PBI-AKSAIIAAII DAITA DESA, ALOKASI DAIIA DESA,

BAGIAIT DARI HASIL PA'AK DATRAII DAIT RETRIBUSI DATRAII,
DAIT BAJITUAIY ITEUAITGAIT

Pasal 51

Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagran dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Banhran Keuangan dilaksanakart
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
PEMBINAAI| DAIT PEITGAIf,ASAI|

Pasal 52

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa.

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan oleh Sahran Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik
beratkan pengawasan yang mengarah qlttrk menjamin
pencapaian sasaran dalam perencanaan, peldrsanaan, penata
usahaan dan pertanggungiawaban serta terlaksananya tata
kelola Keuangan Desa dengan baik dan benar oleh Inspektorat
dan dibanttr oleh Camat.

BAB VN

KE,TEITTT'AIT PEITT,TI'P

Pasal 53

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Bukrr
Pembanhr Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat
Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungiawab Belanja,
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan
semester akhir tahun sefta Laporan Pertanggungiawaban Realisasi
Pelalcsanaan APBDesa, sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
yang merupakill lagran tidak terpisahkan dari Perattrran Bupati ini.


